BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 240 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10

huruf V dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi
Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Nomor: 900.1.1-4976
Tahun 2024, Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang
Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi
Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna
Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di
Bidang Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Bupati Malang
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah  beberapa  kali, terakhir = dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);



Menetapkan :

9.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
Peraturan Bupati Malang Nomor 28 tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022
Nomor 28 Seri C);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA

DAN KEBUDAYAAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2022 Nomor 28 Seri C) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pariwisata;

d. Bidang Ekonomi Kreatif;

e. Bidang Pemasaran Pariwisata;

f. Bidang Kebudayaan;

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan
Ahli Utama.

(2) Sekretariat, Bidang, dan UPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas,
Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok  Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Pariwisata

Pasal 12

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

a.

melaksanakan tata kelola daya tarik wisata,
kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata
daerah, dan usaha jasa pariwisata; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan dan penyusunan rencana program
bidang pariwisata;

penyiapan bahan kebijakan di bidang pariwisata;

tata kelola daya tarik wisata, destinasi wisata dan
kawasan strategis pariwisata Daerah;

pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan

pemberdayaan mitra pariwisata;

. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan sumber daya manusia dalam tata
kelola pariwisata;

pelaksanaan pengawasan perizinan kegiatan usaha
pariwisata; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.



4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

Susunan organisasi Bidang Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 15

Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengembangan, pembinaan dan
pengelolaan ekonomi kreatif; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program kerja di bidang
ekonomi kreatif yang meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan operasional;

b. pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana
Daerah kreatif;

c. pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual bidang
ekonomi kreatif;

d. fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi
dan konservasi ekonomi kreatif;

e. pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

f. pelaksanaan pengembangan  kapasitas pelaku
ekonomi kreatif;

g. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan di bidang

ekonomi kreatif;



7.

10.

h. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi
ekonomi kreatif;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan
ekosistem ekonomi kreatif dan sumber daya ekonomi
kreatif; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Susunan organisasi Bidang Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif
dan kebudayaan di dalam dan luar negeri; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

a. perencanaan dan pelaksanaan program pemasaran
pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan;

b. penyiapan bahan kebijakan pemasaran pariwisata,
ekonomi kreatif dan kebudayaan;

c. pelaksanaan promosi dan kerja sama pariwisata,
ekonomi kreatif dan kebudayaan dalam dan luar negeri;
pendataan kunjungan wisatawan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR
Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2025 Nomor 240 Seri C



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 240 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

KEPALA DINAS
fortetoeomeeemoemeeeoeeeoeeoe-
KELOMPOK JABATAN X SEKRETARIAT
FUNGSIONAL e e !

E SUB BAGIAN SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
' UMUM DAN KEUANGAN DAN ASET FUNGSIONAL
| KEPEGAWAIAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PARIWISATA EKONOMI KREATIF PEMASARAN PARIWISATA KEBUDAYAAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Keterangan:

: garis komando
: garis koordinasi

—

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
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